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BAB II 

GAMBARAN OBYEKTIF 

 
A. Sejarah Berdirinya LPSE Provinsi Banten 

Sekarang ini perubahan  teknologi internet telah menjangkau 

perubahan yang begitu cepat. Aplikasi internet telah di pakai untuk 

e-commerce serta berkembang pada penggunaan aplikasi internet 

pada lingkungan pemerintahan yang dikenal dengan  e-government. 

Pemerintah pusat serta pemerintah daerah berlomba buat aplikasi e-

government. 

Pengembangan aplikasi e-government membutuhkan pendanaan 

yang cukup besar hingga dibutuhkan kesiapan dari bagian sumber 

daya manusia aparat pemerintah serta kesiapan dari sumber daya 

manusia. Survey di sebagian negara di tunjukan  kalau ada 

cenderungan aparat pemerintah tidak untuk melakukan aktivitas 

dengan on-line, karena mereka lebih suka pada metode service 

tradisionil yang berbentuk tetap segera, surat-menyurat atau telpon. 

  Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)  adalah layanan 

pengelola teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan 

barang jasa secara elektronik yang dibentuk di 
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Kementrian/Lembaga/Pemerintah daerah untuk menjamin 

terlaksananya prinsip-prinsip dasar pengadaan, Sehingga dapat 

dicapai good government & clean government. 

Prinsip-prinsip dasar pengadaan LPSE Pemerintah Provinsi Banten 

sebagai berikut: 

a) Efisiensi 

b) Efektip 

c) Transaparan   

d) Terbuka  

e) Bersaing  

f) Non Diskriminasi  

g) Adil & Akuntabel  

LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) sebagai system 

elektronik di rancang sedemikian rupa agar mengurangi dan 

meminimalisir kontak antara Panitia Pengadaan (Pokja Pemilihan) 

dengan Rekanan (Penyedia Barang Jasa)  yang di mungkinkan akan 

menjadi celah untuk terjadinya tindak pidana korupsi. Selain itu juga 

sebagai salah satu agar proses pengadaan dapat menjadi lebih 

transparan dan akuntabel.  
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LPSE melayani registrasi penyedia barang dan jasa yang 

berdomisili di wilayah kerja LPSE yang bersangkutan dan dari 

seluruh wilayah dalam kesatuan NKRI. Aplikasi yang di gunakan 

oleh LPSE  di seluruh di Indonesia di kembangkan oleh Lembaga 

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Aplikasi 

yang dikembangkan bersifat kode sumber terbuka (open source), 

bebas lisensi, bebas biaya, tidak bergantung kepada merk tertentu. 

Selain sebagai pengelola sistem e-procurement (Pengadaan Secara 

Elektronik), LPSE juga menyediakan pelatihan, akses internet, dan 

bantuan teknis dalam mengoperasikan sistem e-procurement kepada 

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Panitia Pengadaan (Pokja 

Pemilihan), Pejabat pengadaan dan penyedia Barang/Jasa. LPSE 

berada di dibawah pengawasan LKPP dibagian Deputi Bidang 

Monitoring, Evaluasi, dan Pengembangan Sistem Informasi.  

Landasan hukum yang mendasari lahirnya layanan ini adalah: 

 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan 

barang dan jasa Pemerintah. 

 Peraturan kepala LKPP  Nomor 2 Tahun 2010 tentang 

layanan pengadaan secara elektronik.  
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Berdasarkan pengalaman sejak Tahun 2004 dalam hal 

pemberlakuan Kepres No.80 Tahun 2003, dan di lanjutkan dengan 

Pepres 54 Tahun 2010 hingga perubahan ke empat pada Pepres 

Nomor 4 Tahun 2015 efisiensi akan tercapai apabila proses 

pengadaan barang/jasa berlangsung secara transparan dan di ikuti 

oleh sejumlah peserta pengadaan yang cukup banyak serta 

mengedepankan proses persaingan yang sehat.
1
 

Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik (e-procurement) akan 

meningkatkan transparansi, sehingga persaingan sehat antara pelaku 

usaha dapat lebih cepat terdorong. Dengan demikian optimalisasi 

dan efisiensi belanja negara segera dapat di wujudkan. 

Pengadaan barang/jasa secara elektronik (e-procurement) yang 

di terapkan merupakan sistem pengadaan barang/jasa yang proses 

pelaksanaanya di lakukan secara elektronik dengan memanfaatkan 

fasilitas teknologi komunikasi dan informasi, dan sistem aplikasi 

serta layanan pengadaan elektronik yang di sediakan oleh layanan 

pengadaan secara elektronik (LPSE) Nasional dari LKPP. Untuk 

memperluas akses e-pengadaan ke seluruh instansi pemerintah, 

LKPP memberi kesempatan kepada Departemen, Kementrian, 

                                                             
1
 Eproc.LKPP.go.id, diakses 30 july.2018, pukul 19.51 WIB  
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LPND (Lembaga Pemerintah Non Departemen) Pemerintah 

Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Instansi Pemerintah lainnya untuk 

mendirikan LPSE di instansi masing-masing.  

Tahun 2004 melalui intruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 

tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, Bappenas, Menteri 

Keuangan Dan Menko Perekonomian diperintahkan melakukan uji 

coba pelaksanaan e-procurement untuk kemudian dipergunakan 

bersama instansi Pemerintah lainnya.   

LPSE atau layanan pengadaan secara elektronik adalah 

penyelenggara sistem elektronik Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah. LPSE sendiri mengoperasikan sistem e-procurement 

bernama SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik) yang 

dikembangkan oleh LKPP. LPSE sering dirancukan dengan sistem 

e-procurement (Pengadaan Secara Elektronik). 

Berdasarkan hal tersebut, layanan pengadaan barang dan jasa 

secara elektronik mulai di persiapkan sejak tahun 2008. Sistem 

pengadaan barang dan jasa secara elektronik mulai di persiapkan 

berlandaskan kepres no.80 tahun 2003 yang mengatur tentang cara 

pelelangan barang dan jasa. Kepres ini mengalami transisi 

perubahan kepada Perpres baru No. 54 tahun 2010 yang memuat 
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tentang tata cara pengadaan barang dan jasa yang tidak di lakukan 

secara manual melainkan secara eketronik (e-procurement).  

Proses secara elektronik ini adalah proses pengadaan barang/jasa 

pemerintah yang pelaksanaanya di lakukan secara elektronik yang 

berbasis web/internet dengan memanfaatkan fasilitas teknologi 

komunikasi dan informasi yang meliputi pelelangan umum secara 

elektronik. Pelaksanaan e-procurement merupakan salah satu 

langkah penting dalam mendukung di berlakukannya keterbukaan 

informasi secara publik sebagaimana di atur dalam Undang-undang 

Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. 

Menurut rancangan Perpres, mulai tahun 2012 semua lelang 

pengadaan barang/jasa yang di laksanakan oleh instansi pemerintah 

wajib di lakukan secara elektronik.
2
  

Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah telah merancang 

pembuatan sistem pengadaan secara elektronik (SPSE) merupakan 

salah satu wujud dari inovasi dalam pelaksanaan pelayanan publik. 

Mulai tahun 2008, mulai mempersiapkan sistem ini sampai 

terbentuk susunan mulai dari ketua, sekertaris serta pengelola sistem 

                                                             
2
Kepala pust LPSE ,Warta e- procurement edisi vl, juli 2012,h. 3 
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di tahun 2009. Pada bulan januari tahun 2010, sistem pengadaan 

barang dan jasa secara elektronik mulai di implementasikan.
3
 

Berdasarkan latar belakang di atas,  Pemerintah Provinsi Banten 

pada tahun 2011 membentuk LPSE Provinsi Banten secara adhock 

(kepanitiaan sementara) di mana tim LPSE berasal dari beberapa 

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertugas menjalankan 

fungsi LPSE berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Banten, No 

999.05/Kep-Huk/2011 tanggal 04 januari 2011. Untuk penganggaran 

sarana dan prasarana LPSE di titipkan di Biro Ekonomi dan 

Administrasi Pembangunan (Biro Ekbang) Provinsi Banten.  

Baru setelah 5 tahun berjalan, LPSE Provinsi Banten di bentuk 

secara permanen melekat pada Dinas Komunikasi, Informatika, 

Statistik dan Persandian Provinsi Banten dengan di tetapkannya 

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Banten No 8 tahun 2016 

tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Provinsi Banten 

tanggal 23 November 2016. Dan dikuatkan dengan SK Kepala Dinas 

Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Provinsi Banten 

No. 800/109-Kominfo/2017 Tanggal 6 Februari 2017. 

 

                                                             
3
 Hasil wawancara dengan HelpDesk LPSE Provinsi Banten, Tanggal 01 

Agustus 2018, pukul 10:15 
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B. Tugas dan kewenangan LPSE Provinsi Banten  

a. Memfasilitasi PA/KPA sebagai pengguna system elektronik 

sehingga PA/KPA dapat menayangkan Rencana Umum 

Pengadaan (RUP) 

b. memfasilitasi kelompok kerja Pemilihan/ULP/Pejabat 

Pengadaan sebagai pengguna sistem elektronik sehingga 

kelompok kerja pemilihan/ULP/pejabat pengadaan dapat 

menayangkan pengumuman pengadaan. 

c. Memfasilitasi kelompok kerja Pemilihan/ULP/Pejabat 

Pengadaan sebagai pengguna sistem elektronik sehingga 

kelompok kerja Pemilihan/ULP/Pejabat pengadaan dapat 

melaksanakan proses pengadaan barang/jasa secara elektronik. 

d. Memfasilitasi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengawasi 

proses pengadaan barang/jasa secara elektronik dan 

menyampaikan Surat Pemerintah Pengadaan Barang/Jasa 

(SPPBJ) dan kontrak di Sistem Pengadaan Secara Elektronik 

(SPSE) 

e. Memfasilitasi penyedia barang/jasa dan pihak yang 

berkepentingan menjadi pengguna Sistem Pengadaan Secara 

Elektronik (SPSE) 
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f. Melaksanakan kegiatan lain yang berkaitan denan operasional 

Provinsi Banten. 

g. Melaksanakan pelatihan penggunan aplikasi Sistem Pengadaan 

Secara Elektronik (SPSE) dan aplikasi SPSE.  

C. Susunan dan  fungsi Tim Pengelola LPSE Provinsi Banten 

a. Kepala LPSE, Mempunyai tugas memimpin LPSE dalam 

menjalankan tugas  dan fungsi LPSE provinsi Banten. 

b. Sekretaris LPSE mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, 

ketatausahaan, dan administrasi di lingkungan LPSE Provinsi 

Banten. Dalam melaksanakan tugasnya , sekertaris 

menyelenggarakan fungsinya 

a) Koordinasi kegiatan di lingkungan LPSE Provinsi Banten 

dan lembaga terkait. 

b) Penyelenggaraan ketatausahaan dan mengelola 

administrasi umum untuk mendukung kelancaran 

pelaksanaan tugas dan fungsi LPSE Provinsi Banten 

c) Pelasanaan tugas lain yang di berikan oleh ketua LPSE 

sesuai dengan tugas dan fungsi. 

c. Staf pendukung administrasi sistem elektronik mempunyai tugas 

melaksankan pengelola SPSE, dan menyelenggarakan fungsi 
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a) Penyiapan dan pemeliharaan perangkat lunak, perangkat 

keras dan jaringan. 

b) Penanganan permasalahan teknis yang terjadi untuk 

menjamin ke handalan dan ketersediaan layanan. 

c) Memberikan hak akses kepada PA/KPA,PKK,Pokja 

Pemilihan/ULP dan Pejabat Pengadaan. 

d. Staf pendukung registrasi dan verifikasi (verifikator) mempunyai 

tugas melaksanakan pengelola registrasi dan verifikasi pengguna 

Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan 

menyelenggarakan fungsi: 

a) Pelayanan pendaftaran pengguna sistem pengadaan secara 

elektronik 

b) Penyampaian informasi kepada calon pengguna Sistem 

Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) tentang kelengkapan 

dokumen yang dipersyaratkan 

c) Verifikasi seluruh dokumen dan informasi sebagai 

persyaratan pendaftaran pengguna Sistem Pelayanan 

Secara Elektronik (SPSE)  

d) Pengelolaan arsip dan dokumen penyedia barang/jasa 

Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) 
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e. Staf pendukung layanan dan dukungan (helpdesk) mempunyai 

tugas melaksanakan pelayanan pelatihan dan dukungan teknis 

pengoprasian aplikasi sistem pengadaan secara elektronik (SPSE) 

dan menyelenggarakan fungsi: 

a) Memberikan layanan konsultasi dan pelatihan mengenai 

proses pengadaan barang/jasa secara elektronik. 

b) Memberikan informasi tentang fasilitas dan fitur aplikasi 

sistem pengadaan secara elektronik (SPSE): 

c) Penanganan gangguan/permasalahan pengadaan 

barang/jasa secara elektronik.
4
 

Selain memfasilitasi Panitia Pengadaan,Pejabat Pengadaan 

(PPK), petugas LPSE juga memiliki tugas untuk memberikan 

pelatihan, peandampingan, dan layanan konsultasi tender. Bagi 

rekanan yang tidak memiliki jaringan internet yang bagus, 

dipersilahkan datang ke LPSE untuk menggunakan fasilitas Bidding 

Room yang disediakan seacara gratis. LPSE Provinsi Banten juga 

menyediakan pelatihan gratis bagi pengguna (Aparatur dan 

Penyedia)  

                                                             
4
  Hasil wawancara dengan  HelpDesk LPSE Provinsi Banten, Tanggal 01 

Agustus 2018, pukul 10:15 
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   Implementasi e-procurement di Indonesia di tugaskan kepada 

lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintahan (LKPP). 

LKPP mengembangkan sistem pengadaan secara elektronik (SPSE) 

berbasis free license untuk diterapkan seluruh instansi pemerintah di 

indonesia. Mulai diterapkan seluruh indonesia pada tahun 2008 oleh 

11 instansi dan tahun 2013 ini sudah 573 K/L/D/I ( 

Kementrian/lembaga/daerah/instansi) yang memiliki SPSE.
5
 

  SPSE merupakan aplikasi e-procurement yang dikembangkan 

oleh LKPP untuk diterapkan oleh instansi-instansi Pemerintah di 

seluruh Indonesia. Instansi Pemerintah Indonesia sangat beraneka 

ragam begitu pula dengan anggaran yang mereka miliki. Ada intansi 

daerah yang memiliki anggaran lebih dari 7 Triliun dan ada pula 

yang hanya puluhan hingga  ratusan Miliar per tahun. Kondisi ini 

menjadi pertimbangan LKPP dalam mengembangkan sistem e-

procurement SPSE.  

  SPSE dikembangkan dengan semangat free lisence. Instansi 

dengan anggaran yang terbatas tetap dapat menerapkan SPSE karena 

tidak diperlukan biaya lisensi kecuali pembelian server dan sewa 

                                                             
5
 Panduan  lengkap UU Pengadaan Barang & Jasa.....h.35 
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akses internet. SPSE dikembangkan menggunakan Java dan 

database PostgresSQL sehingga dapat berjalan diplatform Linux. 

  SPSE (Sistem Pengadaan Secara Eletronik) dikembangkan 

sejak tahun 2006 dengan mengacu business process yang tertuang 

pada kepres no 80 tahun 2003 tentang pengadaan barang dan jasa 

pemerintahan. Dalam mengembangkan SPSE , LKPP melibatkan 

instansi-instansi terkait yaitu Lembaga Sandi Negara dan Badan 

Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Lembaga Sandi 

Negara mengembangkan Aplikasi Pengaman Dokumen (APENDO). 

Dokumen penawaran dari peserta lelang di enkripsi dan di deskripsi 

menggunakan aplikasi  (APENDO). Sub sitem e-audit 

dikembangkan bekerja sama dengan Badan Pengawas Keuangan dan 

Pembangunan yang memungkinkan SPSE mengeluarkan informasi 

detail tentang proses lelang untuk keperluan audit. 

  LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) merupakan unit 

yang dibentuk oleh sebuah instansi untuk mengoperasikan sistem e-

procurement SPSE. Pada awalnya LPSE hanya sebagai tim ad hoc 

yang dibentuk oleh kepala instansi  (Gubernur, Wali Kota, Menteri). 

Pada perkembangan selanjutnya, sebagian instansi telah mendirikan 
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LPSE secara struktural seperti di Kementerian Keuangan Republik 

Indonesia, Provinsi  Jawa Barat, dan Provinsi Sumatra Barat. Pada 

proses pengadaan LPSE hanya sebagai fasilitator yang tidak ikut 

dalam proses pengadaan. Pelaksanaan proses pengadaan sepenuhnya 

dilakukan oleh panitia pengadaan atau Unit Layanan Pengadaan 

(ULP). LPSE tidak hanya melayani pengadaan dari instansi tempat 

LPSE tersebut berada. LPSE kementerian keuangan misalnya, 

memfasilitasi pengadaan LKPP, KPK, Komisi Yudisial, dan 

PPATK. Hal serupa juga terjadi di LPSE-LPSE lain. 
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D. STRUKTUR ORGANISASI LPSE PROVINSI BANTEN 
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